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PUTUSAN 

Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sbga 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir DH SILEBAR, 31 Desember 1973, 

agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX Kecamatan 

Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai Pemohon 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 

melawan 

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 24 Mei 1974, agama 

Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX, Kecamatan 

Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai Termohon 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat 

bukti yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

DALAM KONVENSI 

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya 

perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 15 Januari 2020 

Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sbga yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan 

(supletoir) dengan rumusan sumpah seperti tersebut diatas; 

2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan 

bersama-sama dengan putusan akhir;  

 Bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan 

kepadanya itu dihadiri oleh Termohon; 

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan 

lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulan yang 

secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya  

persidangan untuk selengkapnya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal 

ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

DALAM REKONVENSI 

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan 

Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah iddah dan mut’ah, 

maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, 

karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat 

dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat; 

 Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan 

pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar kewajiban Tergugat 

sebagai suami yang akan menceraikan isterinya sebagai berikut: 

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

2. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 mas (2,5 gram); 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada 

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini agar memutuskan sebagai berikut: 

Primer: 

− Mengabulkan gugatan Penggugat; 

− Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat: 

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

b. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 mas (2,5 gram); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Subsider: 

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan 

jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan menyetujui semua 

tuntutan Penggugat; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi 

maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum 

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

DALAM KONVENSI            

Menimbang, bahwa Majelis perihal tersebut bersandar pada apa yang 

telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa karena Pemohn telah mengucapkan sumpah yang 

dibebankan kepadanya itu, maka harus dinyatakan bahwa permohonan 

Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur 

dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh 

karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin 

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan 

sidang Pengadilan Agama Sibolga; 

DALAM REKONVENSI           

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi 

yang isi tuntutannya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam 

konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut 

dapat diperiksa dan diadili; 

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, 

mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam 

rekonvensi; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat 

menuntut kepada Tergugat membayar membayar kewajiban Tergugat sebagai 

suami yang akan menceraikan isterinya sebagai berikut: 

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

2. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 mas (2,5 gram); 

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan 

kesanggupannya untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang 

nafkah iddah sebagai akibat dari putusnya perkawinan, Majelis Hakim menilai 

bahwa karena cerai talak adalah talak raj’i, seorang janda diwajibkan menjalani 

waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima 

pinangan orang lain dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur 

dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 

151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan 

selama menjalani masa iddah tersebut, mantan suami berhak untuk rujuk 

dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) namun 

berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya 

tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan 

oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi: 

 الرجعة عليها  لزوجها  كان اذا للمرأة  والسكنى  النفقة  انما

Artinya: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita 

selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”. 

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat 

Rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi 

memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah dan kiswah patut 

diterima dan dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat dengan 

memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, maka  

sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat Rekonpensi setentang 

mengenai nafkah ‘iddah dan kiswah dapat dikabulkan dengan menghukum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah 

iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan 

bunyi pasal 149 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan 

suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah 

yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar’i berupa Firman Allah 

dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi: 

ِۡۡعُ ۡتِۡمَتَ ۡقَ ۡمُطَل ۡوَللِ ۡ ۡۡۡرُوفِۡ مَعۡ ل ٱۡب اۡعََلَ ۡمُت قيَِنۡۡۡل ٱۡحَقًّ

Artinya: “Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara 

ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa” 

Maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi agar 

Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi mut’ah patut 

diterima dan dikabulkan;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan penghasilan 

dan kesediaan Tergugat Rekonpensi, maka sudah memenuhi rasa keadilan jika 

tuntutan Penggugat Rekonpensi setentang mut’ah dapat dikabulkan dengan 

menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut’ah kepada Penggugat 

Rekonpensi berupa cincin emas 24 karat seberat 1 emas (2,5 gram); 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

DALAM KONVENSI 

− Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 
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− Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di depan sidang 

Pengadilan Agama Sibolga; 

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi; 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat 

Rekonvensi, berupa: 

2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

2.2. Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 emas (2,5 gram); 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya 

perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. 

sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Weri 

Edwardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Madinah 

Pulungan, S. Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi. 

Ketua Majelis, 

 

 

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H. 
 

Hakim Anggota, 

 

 
Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag 

Hakim Anggota, 

 

 
Weri Edwardo, SH., MH. 

 
Panitera Pengganti,  
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Hj. Madinah Pulungan, S.Ag 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 50.000,00 

-  Panggilan : Rp 240.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Sumpah : Rp ,00 

-  Penerjemah : Rp ,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 6.000,00 

J u m l a h : Rp 356.000,00 

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). 

 

Untuk Salinan 

Panitera Pengadilan Agama Sibolga 

 

 

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. 
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